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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang didapat dari analisis mengenai permasalahan disini yakni dimana: 

 

1. Kasus undocumented migrant ini sudah berlangsung sejak lama yang 

disebabkan oleh faktor sejarah, juga kepentingan ekonomi bagi pekerja migran 

yang bermigrasi ke Malaysia. Selain adanya migran legal, ada juga para migran 

ilegal yang muncul dikarenakan berbagai faktor. Faktor ini terdiri atas 

lemahnya sistem imigrasi di kedua belah negara, banyaknya calo pengantar 

yang ilegal, juga dekatnya akses diantara kedua negara tersebut. Selain itu, 

faktor pendorong bagi para pekerja migran ilegal untuk datang ke Malaysia ini 

yakni ingin memperbaiki perekonomian mereka juga banyaknya kesempatan 

kerja yang lebih banyak daripada di Indonesia.  

2. Dengan banyaknya undocumented migrant tersebut membuat dampak yang 

signifikan, dampak ini juga berakibat kepada anak-anak mereka yang lahir di 

Malaysia. Banyak dari perkawinan mereka membuat status anak mereka 

menjadi tidak jelas, bahkan stateless. Hal ini dikarenakan berbagai macam 

faktor. Faktor ini disebabkan karena tidak sah secara hukum pernikahan mereka 

yang dikarenakan salah satu dari orang tua tersebut tidak memenuhi syarat 

secara hukum dalam pernikahan legal. Sehingga, dampaknya yakni pernikahan 

mereka dianggap tidak sah dan dicatatkan. Dengan pernikahan mereka yang 

tidak sah, maka anak yang lahir maka dianggap sebagai anak diluar nikah dan 

terhambat proses kewarganegaraan mereka. Selanjutnya, dikarenakan asas 

kewarganegaraan yang dianut Malaysia yang menggunakan asas ius sanguinis, 

dimana asas ini berarti setiap orang yang diakui sebagai orang Malaysia 

merupakan orang yang lahir dari orang tua atau salah satunya berdarah 

Malaysia. Menjadi masalah apabila terdapat anak yang lahir di Malaysia dari 
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kedua orang tua asal Indonesia yang mana secara hukum tidak dapat langsung 

mendapat kewarganegaraan. Selain itu juga, terdapat kasus (yang sudah 

dijabarkan dan dianalisis) dimana walaupun ayah mereka berasal dari malaysia, 

namun proses nya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan mereka tetap 

dianggap memiliki kewarganegaraan yang tidak jelas. Kemudian, hal ini 

diperparah dengan ketentuan perubahan amandemen peraturan yang mana jika 

setiap anak yang dianggap sebagai warga negara malaysia harus melalui 

serangkaian registrasi (tidak mendapatkan secara otomatis) dan juga mengenai 

batas usia pendaftaran yang dikurangi. Hal ini semakin memperparah posisi 

dari undocumented children yang semakin tidak jelas. 

3. Dampak dari undocumented children ini sangat berbahaya dan dilarang oleh 

hukum nasional maupun konvensi internasional dikarenakan akan berdampak 

terhadap masa sekarang dan masa depan nya. Dampak ini seperti tidak 

mendapat hak pendidikan, fasilitas kesehatan, hak untuk mendapat pekerjaan, 

mendapatkan diskriminasi, dan akan diperparah dengan jika mereka menikah 

kemudian memiliki anak yang dapat menjadi lingkaran 

undocumented/stateless. 

4. Pemerintah Indonesia dan Malaysia pun merespon atas permasalahan ini dan 

memiliki pandangan yang berbeda diantara kedua negara tersebut. Indonesia 

menganggap bahwasannya bagi para undocumented children yang lahir dari ibu 

asal Indonesia merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia. Hal ini didasari 

oleh undang-undang kewarganegaraan Indonesia. Sehingga, pemerintah yang 

dalam ini yakni KBRI Kuala Lumpur melakukan serangkaian kebijakan yang 

dirasa dapat melindungi para undocumented children dari stateless. Namun, 

terdapat berbagai kekurangan dari program ini yang mana masih terbatas 

dengan kebutuhan dokumen sebagai salah satu syarat. Untuk itu, solusi yang 

diberikan yakni dengan melihat tindakan perwakilan negara indonesia di 

Malaysia dalam melindungi para undocumented children asal Indonesia di 

Malaysia. 
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5. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memiliki pandangan yang berbeda 

mengenai undocumented children di negara mereka. Pertama, dalam 

perundang-undangan mereka telah diatur jelas bahwasannya undocumented 

children ini merupakan salah satu imigran terlarang di Malaysia. Hal ini juga 

didukung oleh tindakan-tindakan pemerintah Malaysia dalam memberantas 

para undocumented children di negara mereka. Tindakan-tindakan ini seperti 

mengeluarkan kebijakan pemberian denda, pendeportasian para undocumented 

children, dan pelaporan ke perwakilan negara mengenai data undocumented 

migrant maupun children di penjara malaysia.  

6. Sehingga, kesimpulan yang didapat yakni bila Indonesia sangat melindungi 

para undocumented children asal negara Indonesia yang dibuktikan dengan 

melakukan sejumlah program untuk mengimplementasi apa yang seharusnya 

dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan konvensi hak anak, Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan juga ICRMW. Sedangkan 

Malaysia memposisikan dengan tegas bahwasannya undocumented children ini 

bukan urusan pemerintah malaysia yang seharusnya mengatur. Selain dapat 

dilihat dari perundang-undangan yang ada, juga melihat kebijakan-kebijakan 

yang ada menjelaskan bahwasannya negara Malaysia hanya mengeluarkan 

kebijakan untuk mendenda, mendeportasi, dan pelaporan ke perwakilan negara 

terkait. Sehingga, posisi disini jelas bahwasanya malaysia tidak melakukan 

perlindungan apapun terhadap Undocumented migrant maupun children. 

 

5.2. SARAN 
 
Saran yang dapat diambil dalam kasus ini yakni kedua negara harus meratifikasi 

konvensi mengenai stateless 1954 untuk dapat mengatasi masalah undocumented 

migrant maupun children ini agar lebih efektif. Mengingat permasalahan ini sudah 

terjadi sejak lama dan belum ada kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini. 

Selain itu, baik indonesia maupun malaysia harus segera melakukan perjanjian bilateral 

yang membahas mengenai masalah undocumented migrant ataupun children ini agar 
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dapat menjadi pedoman yang jelas dalam mengurus para undocumented di kedua 

negara ini. 
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